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Abstract: This research is concerning the implementation of policy on personal tax self assessment
system which has not been optimally applied, leading to the unfulfilled compliance of the taxpayers
as expected.This circumstance should be immediately overcome because the government will lose
one of the financial resources from the tax sector, particularly from personal tax. The research is
carried out to empirically find out facts and scientifically study the influence of the self-assessment
policy implementation on the compliance of the personal taxpayers in Lampung Province.
The method used in this reseacrh was explanatory survey method with quantitative approach. The
population was all tax officials at Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Tax Office,in Lampung Province as
well as responder, and the technique used to collect the data was questionnaire, collected from the
respondents,the tax officials.The data analysis technique was path analysis.
The research result shows that the influence of the self-assessment policy implementation on the
compliance of the personal taxpayers in Lampung Province with the compliance of the personal
taxpayers. The influance of organization, interpretation, and application dimensions was also re-
lated to the compliance of personal taxpayers.
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Penerimaan sektor Pajak dalam Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting,
Karena itu untuk meningkatkan penerimaan APBN
pemerintah mengintensifkan pemasukan dari sektor
pajak.dengan pertimbangan bahwa penerimaan
pajaklah yang lebih potensial ditingkatkan
dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan
APBN yang lain. Melalui penerimaan pajak, peme-
rintah akan lebih realistis dalam membuat RAPBN
setiap tahunnya.. Untuk lebih mengetahui besarnya
kontribusi pajak dalam RAPBN dapat dilihat pad
tabel 1 sebagai berikut:

Tahun       Rencana Penerimaan   Rencana Penerimaan     Persentase
Anggaran   APBN (Rp)              Perpajakan  (Rp)         Kontribusi

2002      301.874.322.000.000   625.237.026.162.000    72,75%
2003      336.155.527.000.000   219.627.480.000.000    72,75%
2004      349.993.527.800.000   254.140.200.000.000    75,60%
2005      349.993.527.800.000   272.175.100.000.000    77,77%
2006      380.377.130.928.000   297.844.130.000.000    78,30%

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan
dari sektor  pajak setiap tahunnya rata-rata di atas
66 % atau 2/3( dua pertiga) dari penerimaan APBN.
Hal ini berarti peranan pajak sangat dominan didalam
pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan negara.

Menyadari pentingnya peranan pajak dari
segi penerimaan negara, maka upaya ke arah pening-
katan pendapatan negara dari sektor pajak ini terus
digiatkan.  Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya
berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang
perpajakan, diantaranya yaitu: 1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 2) Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983  dan 3) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam sistem Self Assessment  ini segala
sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang
harus dibayarkan diserahkan sepenuhnya ke pada
Wajib Pajak. Jadi kewajiban Wajib Pajak (WP)

Tabel 1: Kontribusi Pajak dalam RAPBN Tahun 2002-2006

Sumber: UU No.19/2001, 29/2002, 28/2003, 36/2004, 13/2005.
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dalam hubungannya dengan sistem perpajakan ini
ialah: (a) Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, (b)
Menghitung besarnya pajak pribadi, (c) Memba-
yarkan pajak tersebut.dan (d) Melaporkan kewa-
jiban perpajakannya.

. Meskipun sistem  self assessment  ini telah
direalisir sudah cukup lama (sejak tahun 1983),
namun kenyataan di lapangan menunjukan lain yaitu
kepatuhan Wajib Pajak relatif rendah. Hal ini dapat
dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

  

Tahun   Kantor Pelayanan  Jmlh Wajib  Penyebaran  Penerimaan      %
           Pajak                  Pajak

2001    B. Lampung          12911       12911           4717         36.3
           Metro                 26621       26621         11820          44.4
2002    B. Lampung          20465       20465          8164          39.8
           Metro                 26838       26838           9885         36.8
2003    B. Lampung          21604      21604           6913         31.9
           Metro                 26836       26836         10867         40.5
2004    B. Lampung          38789       38789         11540         58.2
           Metro                 14418       14418          8437          29.7
2005    B. Lampung          38789       38789         11173         39.0
           Metro                 18511       18511          7221          28.8

Berdasarkan Tabel 2. tersebut, terlihat bah-
wa ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi
Lampung dalam menyerahkan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Pajak selama lima tahun (2001 –
2005) berfluktuasi antara 28 % sampai 59 %. Untuk
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Bandar Lam-
pung tertinggi pada tahun 2004, sedangkan untuk
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Metro terjadi tahun
2001.

Dari gambaran  keadaan tersebut diatas yang
menunjukkan meskipun pemerintah telah berusaha
menyederhanakan sistem perpajakan yang mana
kesemuanya diserahkan kepada Wajib Pajak dalam
hal melapor, menghitung dan membayar pajak
pribadinya, namun Wajib Pajak Orang Pribadi masih
menunjukan ketidakpatuhannya terhadap kebijakan
tersebut.

Berdasarkan hasil penjajagan di lapangan,
baik melalui pengamatan langsung dilapangan
maupun wawancara dengan para pejabat di
lingkungan KPP di Bandar Lampung dan di KPP
Metro, maka diperoleh berbagai gejala yang
memberikan dugaan cukup kuat sebagai penyebab

mengapa wajib pajak kurang patuh memenuhi
kewajibannya untuk melaporkan dan sekaligus mem-
bayar pajaknya sebagai hasil perhitungannya sendiri.

Dari sisi organisasi Kantor Pelayanan Pajak,
pada bagian atau unit kerja yang melaksanakan so-
sialisasi mengenai segala sesuatu yang  menyangkut
perpajakan termasuk upaya untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak  terhadap kewajiban perpa-
jakannya adalah Kantor Penyuluhan dan Penga-
matan Potensi Pajak (KP4) .

Dilihat kondisinya dari personalia yang dimi-
liki KP4 tersebut baik di KPP Bandar Lampung
maupun Metro dibandingkan dengan luas area yang
ditanganinya sangat tidak sebanding, yaitu hanya
terdiri dari 5 – 7 orang.  Yang lebih parah lagi KP4
tidak mempunyai program dari kegiatan sosialisasi
secara rinci dan jelas, dan kontinuitas. Selain itu me-
toda yang digunakan dalam proses penyuluhan belum
tepat. Hal ini berdampak kepada wajib pajak merasa
kesulitan untuk mengisi SPT yang diterimanya
meskipun dalam pedoman mengenai cara pengisian
SPT dilampirkan saat penerimaan SPT itu sendiri.

Secara teoritis menurut Edward dalam Jones
(1984: 178), mengatakan; ” The first requirment
for effective policy implementation is that those
who are to implement a decison must know what
they are supposed to do .......”. Ini menunjukkan
bahwa bila ada keinginan kebijakan dapat dilak-
sanakan dengan baik dan tepat, maka arahan serta
petunjuk pelaksana  tidak hanya dapat diterima tapi
juga jelas. Bila tidak, maka bagi pelaksana akan
membawa kebingungan mengenai dalam menafsir-
kan apa yang harus ia lakukan.

Keadaan ini kiranya cukup jelas mengingat
bahwa “upaya” untuk melaksanakan sistem “self
assssment” sebagai aplikasi dari tata cara kebijakan
perpajakan  tidak ada kebijakan secara khusus, te-
tapi kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan
dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000, tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Per-
pajakan yang tercantum pada penjelasan Bagian I
Umum  poin 3 .c. Jadi dengan demikian petunjuk
pelaksanaannya pun pasti tidak ada. Karena itu tidak
mustahil akan terjadi ambiguitas diantara para aparat
KPP dalam mengartikan “self assesment” dan
mengupayakan agar wajib pajak memilki kesadaran/
kepatuhan dalam hal perpajakan.  Hal ini kiranya

Tabel 2. Perbandingan antara Penyebaran  dan Penerimaan
Surat Pemberitahunan Pajak (SPT) Propinsi Lampung

Sumber: KKP Metro & KPP Bandar Lampung, 2006.



perlu disadari bahwa keberhasilan dari sistem” self
assessment” ini sangat tergantung kepada kepatuhan
wajib pajak  dan kepatuhan ini akan tumbuh ber-
kembang di kalangan masyarakat bila implementator
yaitu KPP menyadari pula akan pentingnya kegiatan
sosialisasi mengenai sistem Self Asessment , yang
mana sudah jelas bahwa sistem tersebut segala
sesuatunya diserahkan kepada wajib pajak dalam
hal melapor dan membayarnya.

Sebagai dampak dari keadaan ini semua,
maka KP4 sebagai pelaksananya dalam kegiatan
sosialisasi sistem perpajakan selain kurang dilengkapi
dengan tenaga-tenaga manusia yang handal  dalam
sosialisasi juga kelengkapan operasionalnya pun
dianggap relatif masih minim, sehingga hal ini menga-
kibatkan kegiatan berbagai operasionalnya akan
terhambat.

Sementara itu, Jones (1984: 165) menge-
mukakan bahwa terdapat tiga macam aktivitas
utama  dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:
1. Organizational; The establishment or

rearrangment of resources, units, and meth-
ods for putting a policy into effect.

2. Interpretation; The translation of language
(often contained in a statute) into acceptable
and feasible plans and directives.

3. Application: The routine provision of service,
payments, or other agree upon objectives or
instruments “

Berdasarkan pembagian aktivitas implemen-
tasi kebijakan, peneliti berpendapat bahwa untuk
melaksanakan implementasi suatu program dibutuh-
kan adanya organisasi dalam rangka membentuk
atau  menata kembali sumber daya, unit-unit serta
metode  agar program bisa berjalan, disamping itu
diperlukan penafsiran yang sama untuk melaksana-
kan program tersebut sehingga rencana dan arahan
bisa diterima dengan tepat dan dijalankan oleh para
pelaksana implementasi, sehingga akan berdampak
pada ketepatan, kecepatan, kejelasan, pengaturan,
pengetahuan, kesinambungan dan pembagian tugas
yang jelas. Selain itu, dalam pelaksanaan imple-
mentasi kebijakan juga harus menerapkan kegiatan
aplikasi agar mampu memberikan pelayanan yang
sesuai dengan metode dan prosedur yang jelas.

Anggriyani Windurisasi  dalam Budiono
(2003: 151) telah melakukan penelitian di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Jatinegara terhadap
Wajib Pajak yang terdaftar, sebanyak 3.961 Wajib
Pajak PPh Badan.. Hasil perhitungan korelasi 0,331,
yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan seba-
gai variabel bebas adalah positif dan kepatuhan seba-
gai variabel terikat adalah positif. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang positif
antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan Wajib
Pajak.

Selain itu, Nashuha (2004: iv) melakukan
penelitian disertasinya dengan permasalahan pokok
adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
yang meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan diri,
pelaporan Surat Pemberitahuan, melakukan perhi-
tungan dan pembayaran pajak terhutang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa refor-
masi administrasi perpajakan berpengaruh cukup
signifikan terhadap akuntabilitas organisasi dan
berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Akuntabilitas organisasi berpengaruh
relatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan
akhirnya reformasi administrasi perpajakan bersama
akuntabilitas berpengaruh sangat signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis singkat yang berlan-
daskan kepada gejala-gejala yang ditemukan di
lapangan dan penelitian sebelumnya, maka perma-
salahan atau research question dalam penelitian ini
adalah: Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan
sistem self assessment pada kepatuhan wajib pajak
orang pribadi?

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji
secara empirik dalam  menemukan pengetahuan dan
pemahaman konsep baru secara faktual tentang pe-
ngaruh implementasi kebijakan Sistem Self Assess-
ment terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi
serta mengetahui besarnya pengaruh dimensi-dimensi
faktual implementasi kebijakan Self Assessment
dalam rangka mencapai kepatuhan wajib orang
pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Metro
dan Bandar Lampung di Provinsi Lampung.

Kegunaan dari penelitian ini adalah (1).  Dari
segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memiliki kegunaan bagi pengembangan ilmu adminis-
trasi negara, khususnya dalam pembuatan kebijakan
di bidang perpajakan dan (2)  Dari segi praktis,
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diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah
(Ditjen Pajak) dalam mengimplementasikan kebija-
kan Sistem Self Assessment  untuk  melakukan pela-
yanan terhadap wajib pajak khususnya pajak orang
pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain sebagai
penelitian deskriptif (descriptive research). Nur
Indriantoro dan Bambang Supomo (1999 ; 26)
mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif adalah
penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-
fakta saat ini dari suatu populasi, dengan tujuan untuk
menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang
berkaitan dengan current status dari subyek yang
diteliti”.

Sesuai dengan karakteristik penelitian yang
akan dilaksanakan maka metode yang akan diguna-
kan dalam penelitian ini adalah survey explanatory.
Menurut Rusidi (2002: V-3), ”survey adalah penye-
lidikan yang dilaksanakan untuk memperoleh fakta-
fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari ke-
terangan-keterangan secara faktual. Explanatory
adalah penjelasan terhadap peristiwa atau keadaan
saat ini (explanation). Penjelasan ini erat hubungan-
nya dengan pertanyaan apa penyebab terjadinya
peristiwa atau keadaan dan akibat yang ditimbul-
kannya. Melalui metode penelitian ini diharapkan
dapat menemukan teori yang dikembangkan melalui
penelitian pengujian (verifikasi) proposisi-proposisi
faktual, yaitu proposisi-proposisi dedukasi (hipotesis)
yang diuji secara empirik yang sering juga disebut
penelitian pengujian (verification research).

Untuk mengetahui data apa yang diperlukan
dalam penelitian ini maka perlu dilakukan operasio-
nalisasi dari variabel-variabel penelitian. Operasional
variabel memberikan penjelasan bagaimana variabel-
variabel  dapat diukur yaitu dengan cara menentukan
indikator dari masing-masing variabel, dari indikator-
indikator tersebut dibuatlah pertanyaan. Dengan
demikian data variabel penelitian dapat dikumpulkan.
Berdasarkan fenomena dan uraian teoritis pada latar
belakang permasalahan penelitian maka secara rinci
operasionalisasi variabel-variabel dalam penelitian
ini dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Jumlah populasi penelitian relatif kecil yaitu
143 orang aparat KPP, oleh  karena itu seluruh aparat
KKP dijadikan sampel, sehingga penelitian ini meru-
pakan penelitian sensus.

Untuk melengkapi data yang diperoleh, ma-
ka penelitian ini menggunakan informan sebagai kon-
firmasi untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan wa-
jib pajak dan  pelayanan yang dilaksanakan aparat
sebanyak 25 % dari wajib pajak orang pribadi (100
orang) untuk setiap klasifikasi wajib pajak orang
pribadi, sehingga berjumlah 25 orang wajib pajak
orang pribadi yang terdiri:- Wajib pajak orang pribadi
sebanyak 6 orang - Bendahara pemotong/penyetor
pajak sebanyak 3 orang - Pekerja profesional (nota-
ris, pengacara , dokter, akuntan) sebanyak 12 or-
ang - Pengusaha sebanyak 4 orang.

Teknik angket digunakan untuk mengum-
pulkan data dalam penelitian ini  yang dilakukan me-
lalui penyebaran daftar pertanyaan yang bersifat
tertutup, yang setiap pertanyaan sudah disediakan
alternatif jawaban, sehingga responden hanya memilih

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel



salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan ke-
nyataan. Teknik pengumpulan data dengan angket
ini digunakan untuk mendapatkan data primer tentang
Implementasi Kebijakan Self Assessment (X)
dengan Dimensinya: Organisasi (X1), Penafsiran
(X2),  dan Aplikasi (X3) serta  Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (Y). Pengukuran data dilaku-
kan dengan menggunakan skala Likert yang telah
dimodifikasi. Penilaian atas pilihan jawaban untuk
angket yang disediakan adalah sebagai berikut :
• Sangat Baik/sangat memuaskan, diberi skor 5.
• Baik/memuaskan, diberi skor 4.
• Cukup baik/cukup memuaskan, diberi skor 3.
• Kurang Baik/kurang memuaskan diberi skor 2.
• Tidak Baik/tidak memuaskan, diberi skor 1.

Untuk  memperoleh data yang baik, perlu
diuji apakah data yang diperoleh dari instrumen
(angket) yang itu sudah; tepat (valid), terandal
(reliable) dan konsisten (internal concistency). Uji
validitas  instrumen  penelitian,  dilakukan  untuk
mengetahui  apakah alat ukur  yang  digunakan  mam-
pu  mengukur  objek  yang  diukurnya. Uji validitas
dilakukan terhadap item yang telah disusun berda-
sarkan konsep operasionalisasi variabel beserta in-
dikator-indikatornya. Secara rinci perhitungan vali-
ditas intrumen penelitian dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1) Skor butir pertanyaan dipandang sebagai nilai

X dan skor total dipandang sebagai nilai Y;
2) Mengkorelasikan butir-butir pernyataan dalam

angket dengan skor total menggunakan teknik
korelasi Product Moment dari Pearson, dengan
rumus sebagai berikut :

Keterangan:
rxy = koefisien validitas item yang dicari
X = skor butir pertanyaan
Y = skor total pertanyaan

Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk
mengetahui apakah instrumen penelitian yang
digunakan cukup handal. Untuk melihat kehandalan
dari alat ukur, pertanyaan dibagi menjadi beberapa
bagian sesuai dengan dimensi penelitiannya, dihitung

setiap jumlah bagiannya kemudian dihitung koefisien
korelasinya dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach.

dimana  : k     =   Banyaknya pertanyaan
                sj

2    =   Nilai varians jawaban bagian split j
                 S     =   Nilai varians total jawaban responden

Selanjutnya dihitung koefisien reliabilitas dengan
rumus sebagai berikut :

R11 =

Sugiyono (2001 : 122) mengemukakan bahwa pe-
ngujian realibilitas instrumen penelitian dapat dila-
kukan dengan teknik belah dua (split-half)  dengan
rumus:

dimana:
ri  = reliabilitas internal seluruh instrumen atau
       pernyataan
rb = korelasi product moment antara belahan
       pertama dan kedua

Setelah dilakukan analisis instrumen pene-
litian dan jika instrumen penelitian tersebut valid, re-
liabel dan konsisten, selanjutnya nilai jawaban res-
ponden diubah skalanya menjadi skala pengukuran
interval dengan menggunakan metode succesive
Interval yang caranya seperti berikut :
a) Perhatikan nilai jawaban dari setiap pertanyaan

dalam kuesioner
b) Untuk setiap pertanyaan tersebut, lakukan

perhitungan ada berapa responden yang men-
jawab skor 1,2,3,4,5 = frekuensi (f)

c) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya n res-
ponden dan hasilnya = (p)

d) Kemudian hitung proporsi kumulatifnya (pk)
e) Dengan menggunakan tabel normal, hitung nilai

Z untuk setiap proporsi kumulatifnya yang diper-
oleh.

f) Tentukan nilai densitas normal (fd) yang sesuai
dengan Z
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g) Tentukan nilai interval (scale value) untuk setiap
skor jawaban dengan rumus sebagai berikut :

      (Density at tower lim it) –
      (Density at upper lim it)

       Scale Value =
      (Area below upper lim it) –
      (Area below lower lim it)

h). Sesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu
Skala Value (SV) yang nilainya   terkecil (harga
negatif yang terbesar) diubah menjadi sama
dengan jawaban responden yang terkecil melalui
transformasi berikut ini:

        Transformed Scale Value : SV = SV + { SV min } + 1

Untuk menjelaskan hubungan diantara kedua
variabel tersebut akan digunakan analisis jalur (path
analysis).

 Diagram jalur yang memperlihatkan hubungan
kausal antar variabel tersebut,  dapat dilihat dalam
bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

Keterangan :
            X  =  Variabel Implementasi Kebijakan

      Self assessment
Y  =  Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
X1  =  Dimensi Organisasi
X2  =  Dimensi  Interpretasi
X3  =  Dimensi Penerapan
e  =  Faktor lain yang mempengaruhi

     variabel Y
Rx1.ix1j  =  besarnnya koefisien korelasi

                                     antara variabel eksogenus
Pyx1  =  besarnya koefisien jalur antara

     variabel X dan variabel Y
Pyå =  besarnya koefisien jalur antara

    å dengan Y

Berdasarkan diagram jalur tersebut, maka
persamaan struktural yang dapat diturunkan adalah
sebagai berikut:

Py = Pyx1X1 + Pyx2X2 + Pyx3X3 + å

HASIL

Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu
Implementasi Kebijakan Self Assessment (Xi) dan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
Deskripsi data didasarkan kepada perhitungan fre-
kuensi terhadap skor setiap alternatif jawaban ang-
ket, sehingga diperoleh prosentase dan skor rata-
rata jawaban responden.

Berdasarkan perhitungan koefisien deter-
minansi dari analisis jalur, pengaruh implementasi
kebijakan sebagai akumulasi dari dimensi organisasi,
penafsiran dan aplikasi terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi adalah sebesar 67.57 %, sedang-
kan faktor lainnya sebesar 32,43 %. Secara rinci
dapat dilihat pada diagram jalur sebagai berikut:

Keterangan :
X = Variabel Implementasi Kebijakan Self

   Assessment
X1 = Dimensi Organisasi
X2 = Dimensi Penafsiran
X3 = Dimensi Aplikasi
Y = Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
å = Faktor lain yang mempengaruh variabel Y

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat
dijelaskan bahwa dimensi organisasi (X1) ber-
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi (Y) sebesar 29.86 %, dimensi penafsiran

Gambar 1. Pengaruh X 1, X2,  dan X3 terhadap Y Gambar 2: Struktur Pengaruh Implementasi Kebijakan
Self Assessmen (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi (Y)



(X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi (Y) sebesar 28.47 % dan dimensi
aplikasi (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi (Y)  sebesar  37.85 %. Dari
nilai pengaruh tersebut dapat dilihat pula bahwa
faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak orang pribadi berdasarkan urutan dari
yang terbesar adalah 1) dimensi aplikasi (X3),
kemudian 2) dimensi organisasi (X1), dan  3) dimensi
penafsiran (X2).

Dengan demikian diperoleh hasil total nilai
variabel Implementasi Kebijakan (X) sebesar  67.57
%, sementara faktor lain yang dinyatakan dengan
simbol å turut mempengaruhi Y sebesar  32.43  %

Hasil penelitian secara keseluruhan menun-
jukan besar pengaruh antara variabel implementasi
kebijakan self assessment dengan dimensinya;
organisasi, penafsiran dan aplikasi  terhadap kepa-
tuhan wajib pajak orang pribadi  dengan dimensinya
kepatuhan formal dan kepatuhan material sebesar
0.6757 atau 67.57 %. Hal ini berarti bahwa koefisien
diterminasi sebesar 67,57 %. Artinya 67,57 %
variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat
dijelaskan oleh tiga dimensi implementasi kebijakan
self assessment yaitu organisasi (X1), penafsiran
(X2) dan aplikasi (X3). Hal ini menunjukan bahwa
pilar-pilar atau dimensi-dimensi dari sebuah imple-
mentasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketiga
dimensi tersebut dapat diterapkan pada implementasi
kebijakan self assessment terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di Propinsi Lampung.

Informasi lain yang dapat diungkapkan yaitu
variabel implementasi kebijakan self assessment
dengan dimensi organisasi, penafsiran dan aplikasi
memiliki validasi yang baik, sebab ketiga dimensi
tersebut teruji oleh data hasil penelitian yang menun-
jukkan tidak ada satu jalur pun yang dihilangkan dari
model. Namun demikian,  kepatuhan wajib pajak
orang pribadi tidak hanya dipengaruhi oleh imple-
mentasi kebijakan dengan dimensi organisasi(X1),
penafsiran (X2) dan aplikasi (X3) saja, akan tetapi
ada faktor lain (epsilon) yang juga berpengaruh yang
tidak dikaji dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa
penggunaan teori Jones dalam variabel implementasi
kebijakan ini sudah sangat tepat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini
mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi

kebijakan self assessment  yang dilakukan oleh
aparat pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di
Propinsi Lampung, maka akan diikuti dengan
semakin tingginya kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Hal ini dapat diterangkan oleh persamaan
jalur Y = 0,2986 X1 + 0,2847 X2 + 0,3785 X3 +
0,3234.

PEMBAHASAN

Dengan persamaan jalur tersebut dapat
diinterpretasikan bahwa jika implementasi kebijakan
self assessment dengan kepatuhan wajib pajak or-
ang pribadi diukur dengan instrument yang dikem-
bangkan dalam penelitian ini,  maka setiap perubahan
skor implementasi kebijakan dengan dimensi orga-
nisasi, penafsiran dan aplikasi sebesar satu satuan,
maka dapat diestimasikan skor kepatuhan wajib
pajak orang pribadi  akan berubah 0, 3234 satuan
pada arah yang sama.

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi
atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung
kepada implementasi suatu kebijakan yang dalam
hal ini kebijakan self assessment. Untuk mening-
katkan kepatuhan wajib pajak, maka para wajib
pajak harus mengetahui dengan seksama dan me-
nyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang
diberlakukan dalam suatu negara. Pemahaman wajib
pajak terhadap undang-undang pajak merupakan
dimensi yang sangat penting bagi terciptanya
kesadaran dan kepatuhan  wajib pajak untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannnya. Menurut
penulis, memang pemahaman terhadap undang-
undang perpajakan harus dinomor-satukan sebagai
dasar untuk dapat dipenuhinya kewajiban perpa-
jakan dan pengembangan iklim yang sehat. Pernya-
taan  tersebut diperkuat oleh Solihin A Wahab (1997:
105) yang menyatakan bahwa: “keputusan sese-
orang untuk patuh terhadap peraturan atau perun-
dang-undangan merupakan fungsi dari: a) Kemung-
kinan bahwa setiap pelanggaran akan mudah
dideteksi dan diseret ke pengadilan; b) Tersedianya
sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang
melakukan pelanggaran; c) Sikap kelompok sasaran
terhadap keabsahan (legitimated) peraturan per-
undang-undangan yang berlaku; d) Ongkos/beban
bagi kelompok sasarn yang patuh yang menyangkut
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adanya contoh reward bagi kepatuhan dan punish-
ment bagi pelanggaran”

Pernyataan  tersebut didukung oleh  Ander-
son (1979: 114), yang menyebutkan ada lima faktor
yang menjadi penyebab ketidakpatuhan masyarakat
terhadap suatu kebijakan, yakni: Pertama, berkaitan
dengan ketidakpatuhan selektif terhadap hukum,
dimana terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan atau kebijakan yang bersifat kurang
mengikat individu-individu atau kalaupun mengikat
sering sanksi atau punishment terhadap mereka yang
melanggar sangat rendah atau dimana aturan hukum
yang jelas bisa”dipermainkan”oleh oknum-oknum
yang terlibat; Kedua, karena keanggota sesorang
dalam suatu kelompok atau perkumpulan mempu-
nyai gagasan berbeda atau bertentangan dengan pe-
raturan atau keinginan pemerintah. Mereka beru-
paya menentang atau menolak aturan itu bahkan
sering secara demonstratif melakukan pelanggaran;
Ketiga, adanya keinginan untuk mencari keuntungan
dengan cepat diantara anggota masyarakat dengan
menipu atau melanggar hukum, misalnya tidak secara
jujur mengisi SPT atau secara sengaja berkolusi
dengan petugas pajak demi keuntungan peribadi;
Keempat, adanya ketidakpastian hukum atau
ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling
bertentangan satu sama lain sehingga menjadi
sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau
kebijakan pemerintah; Kelima, jika suatu kebijakan
ditentang secara tajam dengan sistem nilai.

Diterapkannya  kebijakan self assessment
dalam perpajakan di Indonesia, diharapkan perilaku
wajib pajak orang pribadi, khususnya yang berada
di Propinsi Lampung tidak terjadi seperti  hal-hal
tersebut di atas, karena sistem tersebut memberi
kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftar,
menghitung dan melaporkan kewajiban pajakanya
secara jujur. Sistem Self assesment diberlakukan
untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-be-
sarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesaran
dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan
pajaknya”. Konsekuensinya, masyarakat harus
benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pera-
turan pemenuhan perpajakan.. Disamping itu sistem
ini juga menuntut kepatuhan dari wajib pajak,
sehingga sistem ini bisa menimbulkan peluang besar

bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan
kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak,
penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

Satu hal penting dalam kaitan dengan analisis
kebijakan self assessment adalah implementasi
kebijakan self assessment itu sendiri yang dalam
penelitian ini memberikan sumbangan sebesar 67.57
% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Terlepas dari variabel lainnya yang berpengaruh
namun kalau dilihat secara teliti bahwa kebijakan
self assesment itu sendiri masih belum maksimal
dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak. Adanya
beberapa kegiatan self assessment  seperti
pelaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh  wajib
pajak belum dilaporkan secara menyeluruh.

Namun kerberhasilan kebijakan self assess-
ment dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak
tidak akan terwujud apabila tidak dibarengi dengan
perhatian terhadap isi kebijakan self assessment
tersebut serta sistem nilai yang mempengaruhinya,
sebagaimana yang dikatakan oleh Grindle (1980: 11)
“implementasi kebijakan akan berhasil apabila dua
faktor yang mempengaruhinya diperhatikan,
yaitu:pertama isi kebijakan (content of policy) yang
meliputi kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat,
derajat perubahan yang diiinginkan, letak
pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan
sumber daya yang dilibatkan. Kedua, lingkungan
implementasi (context of implementation) yang
meliputi kekuasaan kepentingan dan strategi aktor
yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa,
kepatuhan dan daya tanggap.

Kejelasan isi kebijakan self assessment ten-
tu saja perlu dukungan penyusunan kebijakan dari
aspek teoritis. Namun yang terpenting dalam karak-
ter kebijakan tersebut adalah seberapa  besar komit-
men kalangan aparat pelaksana kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam
rangka optimalisasi kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.  Sistem nilai yang terjadi disekitar lingkungan
kebijakan kaitannya dengan self assessment turut
mempengaruhi keberhasilan peningkatan kepatuhan
wajib pajak.

Pengaruh sistem nilai seperti; tidak jujurnya
para wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan
kewajiban pajak yang sebenarnya, kurang tegasnya
sangsi hukum bagi yang menunda dalam membayar



kewajiban perpajakannya, sikap aparat yang masih
menyediakan diri kepada wajib pajak dalam
melakukan pelayanan terhadap wajib pajak serta
rumitnya ketentuan atau peraturan yang harus diikuti
oleh wajib pajak orang pribadi atau dengan kata
lain banyaknya peraturan pelaksanaan yang selalu
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak menga-
kibatkan wajib pajak bersikap acuh tak acuh  yang
pada akhirnya membuat para wajib pajak tersebut
menjadi enggan untuk membayar pajaknya serta
keteladanan atau panutan yang diberikan para peja-
bat ataupun pengusaha untuk memberikan contoh
dalam membayarkan kewajiban perpajakannya
masih rendah.

Dalam sistem “self assessment” wajib
pajak orang pribadi ternyata dibebani biaya kepa-
tuhan yang cukup tinggi, hal ini terjadi dikarenakan
masih banyak wajib pajak orang  pribadi yang
kurang mampu menghitung kewajiban pajaknya
dengan baik sehingga terkadang ia menggunakan
bantuan konsultan pajak ataupun meminta bantuan
kepada oknum aparat pajak untuk membantu
menghitungkan jumlah pajak yang harus dibayarnya
dan berakibat pada pengeluaran yang harus dilaku-
kan oleh wajib pajak orang pribadi dalam rangka
menghitung kewajiban perpajakannya. Hal ini
berbeda dengan sistem “official assessment” di-
mana wajib pajak hanya perlu membayar pajak
terutang yang ditetapkan oleh aparat pajak (fiskus).

Implementasi Kebijakan self assesment
sudah berjalan cukup lama hampir 25 tahun, akan
tetapi  kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum
tercapai secara optimal. Masalah banyak masalah-
masalah yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan self assesment, seperti: masih tidak
jujurnya wajib pajak dalam melaporkan kewajiban
pajak yang sesungguhnya, masih rumitnya formulir
pengisian data wajib apajak orang pribadi, belum
efektifnya keberadaan Kantor Pelayanan Pajak di
daerah, belum diterapkan sangsi dengan tegas ter-
hadap wajib pajak yang melanggar peraturan untuk
pajak orang pribadi dan masih rendahnya panutan
dari para pejabat ataupun pengusaha besar dalam
memberikan contoh untuk ketaatan membayar
kewajiban pajak prang pribadi.

Namun kerberhasilan kebijakan self assess-
ment dalam mewajudkan kepatuhan wajib pajak

tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak
memperhatian nilai-nilai atau sistem nilai. Nilai sangat
berpengaruh terhadap pembuat ataupun implementor
kebijakan, karena dengan seperangkat nilai yang
dipegangnya akan terwujud apakah suatu kebija-
kanan tersebut diterapkan sudah memperhatikan
ataupun menggunakan nilai-nilai yang berlaku atau
dianut oleh warga masyarakat.

Menurut Koentjaraningat (1974: 22),
bahwa: ”sistem nilai biasanya  berfungsi sebagai
pedoman tertinggi bagi kelakukan manusia”.
Berkaitan dengan kebijakan publik juga tidak dapat
terlepas dari nilai-nilai yang melekat pada diri pembuat
maupun pelaksana atau implementornya. Nilai me-
nurut Danandjaja (1986: 22), “nilai adalah penger-
tian-pengertian (conceptions) yang dihayati se-
seorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang
penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan
apa yng lebih benar atau kurang benar”.

Nilai-nilai diperoleh dan berkembang dari
pengalaman seseorang yang dalam sifat dan ung-
kapannya dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikis
seseorang. Nilai-nilai memberikan arah pada sikap,
keyakinan dan perilaku seseorang , dan memberikan
pedoman untuk memilih perilaku atau tujuan dari
perilaku mana yang lebih atau kurang diingini, sesuai
dengan pola hirarki kepentingan nilai-nilai tersebut
dalam diri seseorang.

Realitas di lapangan menunjukan bahwa
setelah dikonfimasi melalui wawancara langsung
dengan wajib pajak orang pribadi sebagai bentuk
Counter Information, bahwa dimensi lain yang ber-
pengaruh terhadap implementasi kebijakan di Pro-
pinsi Lampung adalah sistem nilai antara lain: 1)
Kerumitan pengisian data yang harus dilakukan oleh
wajib pajak orang pribadi sangat rumit. Hal ini dapat
dilihat dalam formulir isian  1770, yang mana dalam
isian formulir tersebut  banyak pertanyaan yang harus
dijawab oleh wajib pajak orang pribadi secara de-
tail dan terinci, mulai pendapatan tetapnya sampai
kepada pendapatan tambahan yang diperolehnya,
sehingga memerlukan perhitungan yang menyeluruh
dan lengkap dari pendapatan seseorang; 2) Masih
sedikitnya jumlah kantor pelayanan pajak yang ada
di propinsi Lampung yaitu hanya dua buah menun-
jukan  organisasi dalam bidang perpajakan tersebut
tidak  efektif untuk melayani para wajib pajak yang
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tersebar di sepuluh kabupaten dan kota; Idealnya
setiap kota atau kabupaten memiliki kantor pelaya-
nan pajak sehingga wajib pajak akan mudah me-
ngakses berbagai permasalahan yang berkaitan
dengan pajak pribadinya. Walaupun sudah ada si-
tus/web pajak, nampaknya penggunaan terhadap
situs tersebut belum dilakukan oleh para wajib pajak
yang berdomisi di kabupaten –kabupaten yang jauh
dari pusat ibukota propinsi; 3) Pemberian sanksi
terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan atau
peraturan perpajaknya nampaknya belum ditegak-
kan secara utuh. Aparat pajak hanya mengejar wajib
pajak yang memiliki kegiatan usaha yang besar saja
yang akan dikenakan sanksi, sehingga wajib pajak
yang obyek pajaknya rendah jarang  dikenakan
sanksi apabila mereka melanggar. Hal ini menjadikan
para wajib pajak orang pribadi tersebut merasa tidak
takut terhadap sangsi hukum apabila mereka telat
ataupun tidak membayar kewajiban perpajakannya.
Kondisi ini terjadi akibat penerapan sangsi yang
rendah terhadap pelanggaran peraturan perpajakan;
4) Ketidakjujuran wajib pajak orang pribadi dalam
penyampaian SPT. Hal ini disebabkan kesulitan dari
kantor pelayanan pajak setempat untuk mengetahui
berapa besar pendapatan atau penghasilan seorang
wajib pajak  yang benar pertahunnya. Walaupun
wajib pajak tersebut sudah melakukan pencatatan
terhadap pendapatannya, umumnya pendapatan
yang dicatat tersebut bukanlah pendapatan yang
sebenarnya dan yang terjadi biasanya lebih rendah
dari pendapatan tersebut. Begitu juga wajib pajak
yang memiliki audit laporan keuangannya dari
akuntan publik nampaknya audit yang dibuatkan
adalah  berdasarkan permintaan atau pesanan si
wajib pajak orang pribadi. Terkadang kegiatan-
kegiatan tersebut juga dibantu oleh petugas pajak
dengan imbalan yang sudah disepakati. Jadi dengan
demikian baik aparat pajak dan wajib pajak sama
sama tidak jujur dalam melaporkan kewajiban
seorang wajib pajak orang pribadi tersebut; 5)
Kepanutan, dimana masyarakat atau warga yang
sudah jelas memiliki penghasilan melebihi TKPK
nampaknya belum bisa dijadikan contoh atau
panutan untuk menjadi wajib pajak yang baik.
Malahan terjadi para wajib pajak yang memiliki
pekerjaan atau posisi jabatan yang cukup tinggi
mereka akan tetapi mereka enggan membayar

pajaknya. Sebagai contoh banyak para pejabat di
lingkungan pemerintahan yang belum memiliki
NPWP, begitu juga para pengusaha ataupun para
tenaga profesi, seperti dokter, akuntan publik,
pengacara dan lain-lain  tidak jelas kapan dan berapa
besar pajak yang sudah dibayarnya. Mereka tidak
memiliki perilaku yang pantas ditiru untuk menjadi
wajib pajak yang patuh dan menyadari akan
kewajiban perpajakannya.

Dengan menambahkan dimensi tata nilai atau
sistem nilai dalam teori implementasi kebijakan,
dimungkinkan implementasi kebijakan self assess-
ment  dapat berjalan lebih optimal dan bila dikaitkan
dengan wajib pajak orang pribadi maka kepatuhan-
nya akan lebih  meningkat.

SIMPULAN

System self assessment yang diberlakukan
untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-
besarnya pada wajib pajak dalam penyetoran pajak-
nya, belum dapat meningkatkan serta optimal
kepatuhan wajib pajak, dalam pembayaran pajak.
Namun  demikian implementasi kebijakan self as-
sessment berpengaruh  pada kepatuhan wajib pajak
orang pribadi, dimana peningkatan efektivitas
implementasi kebijakan self assessment  akan mem-
pengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak or-
ang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya
mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi
secara singnifikan akan me-ningkatkan kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.

Hasil analisis membuktikan bahwa organi-
sasi, penafsiran dan aplikasi memberi pengaruh yang
sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi baik secara bersama-sama maupun secara
parsial. Namun keberhasilan kebijakan self assess-
ment dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak
yang optimal harus dibarengi dengan memperhatikan
isi kebijakan self assesment serta system nilai yang
dianut atau yang melekat pada wajib pajak pembuat
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.
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